Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Telaah Dugaan Penyimpangan Anggaran
Belanja Hibah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Tengah
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Sumber gambar:
https://kalimantanpost.com/2023/09/kejati-kalsel-telaah-dugaan-penyimpangan-anggaran-belanja-

hibah-di-dprd-hst/

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus
menggelorakan semangat anti korupsi dengan melakukan aksi baik melalui aksi
demontrasi di KPK dan Kejagung Jakarta termasuk Kejati dan Kejari ataupun instansi
lainnya.

Kali ini KAKI Kalsel mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, tak
seperti biasanya membawa massa yang banyak untuk menggelar aksi demo. Kali ini
Ketua KAKI Kalsel H Akhmad Husaini menyerahkan laporan hasil temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Kalsel kepada penyidik Kejati
Kalsel.

“Dugaan penyimpangan ini harus ditindaklanjuti penyidik Kejati Kalsel, terutama
dana reses ada pengalihan serta di sub-subkan ke beberapa kontraktor dan juag enggunaan
lainnya terindikasi tak sesuai,” kata Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)
Kalimantan Selatan (Kalsel) ketika ditanya wartawan.

Ketika itu, ia diterima salah M Irwan S, satu anggota dari Satuan Tugas Khusus
di Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Satgassus Pidsus Kejati Kalsel)
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Sementara Kasi Penkum Kejati Kalsel, Yuni Priyono SH MH mengatakan, semua
diterima dan pihaknya berterimakasih yang dilaporkan Ketua KAKI Kalsel.

“Pasti disampaikan ke pimpinan dan ditindaklanjuti, bagaimana hasilnya tunggu
saja,” ujarnya.

Disebut, BPK (Badan Pemeriksan Keuangan) Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan (Pemprov Kalsel) temukan pemasalahan atas belanja hibah di Kabupaten Hulu
Sungai Tengan (HST).

Dimana diketahui,pelaksanaan belanja barang untuk diserahkan kepada
masyarakat. pihak ketiga, yang mmana pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan
LRA Pemkab HST TA 2020 (audited) menyajikan anggaran belanja hibah.

Yakni sebesar Rp 60.499.368.925,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp
56.575,441.200,00 atau 93,51%. Dari anggaran realisasi belanja hibah tersebut terdiri dari
belanja hibah berupa uang sebesar Rp 49.214.292.568,00 dan belanja hibah dalam bentuk
barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp 7.361.148.632,00.

Antara lain merupakan realisasi belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp
1.080.360.600,00. Dari hasil pemeriksaan atas belanja hibah tersebut diketahui
permasalahan Yaitu belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat berupa sembako
dalam kegiatan reses Anggota DPRD tldak sesuai ketentuan

Berdasarkan pemeriksan atas Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) pada
Sekretariat DPRD TA 2020 diketahui bahwa kegiatan reses Angota DPRD dianggarkan
pada akun Belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan makan dan minum.

Namun demikian, atas anggaran tersebut telah mengalami pergeseran sehingga
dalam bentuk pengadan senb epaoa masyarakat atau pihak ketiga, anggaran sebesar
Rpl.158.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.080.360.600,00.

Alasan dari pergeseran anggaran reses menjadi belanja barang untuk diserahkan
kepada masyarakat tersebut tidak didukung regulasi, telaahan staf, peraturan maupun
kajian.

Lebih lanjut, atas penyerahan barang pemberian hibah tidak dilengkapi dengan
penetapan penerima hibah melalui Surat Keputusan Bupati.

Sumber berita:

1. https://kalimantanpost.com/2023/09/kejati-kalsel-telaah-dugaan-penyimpangan-
anggaran-belanja-hibah-di-dprd-hst/, 4 September 2023.

2. https://www.baritopost.co.id/duga-ada-penyimpangan-anggaran-belanja-hibah-di-
dprd-hst-kaki-kalsel-serahkan-laporan-hasil-temuan-bpk-ri-ke-kejati-kalsel/, 5
September 2023.
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Catatan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

1)

2)

3)

4)

5)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1) Hibah;

2) Dana Darurat; dan/atau

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan

erhitungan tertentu, dan tidak mempunyai7 konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan
ekonomi biaya tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan Belanja Hlbah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.

1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,
serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,

an manfaat untuk masyarakat.
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4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja
hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

5) Belanja hibah diberikan kepada:

a) pemerintah pusat.

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah
erjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpeng tindih pendanaannya
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh
Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda
penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak
didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara.

(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu)
kali dalam tahun berkenaan.

b) pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom
baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk
meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah

kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau

jasa.
e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah  kepada badan dan lembaga  diberikan  kepada
badan dan lembaga:

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundangundangan;

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota; atau

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai
dengan kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi Kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan
paling sedikit:

(@) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau
sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan; dan

(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik

yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(@) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
(c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya
dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) partai politik dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;

(d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala
Daerah.

8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala daerah.

UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit
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Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).
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